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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز ẓai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ؼ fa F Ef 
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ؽ qaf Q Qi 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
ك wau W We 
ق ha H Ha 
ء hamzah ʼ Apostof 
م ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah a A 
 َا Kasrah i I 
 َا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َل fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
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َْو ػى fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َفْي ك     : kaifa 
 َؿْو ه     : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َل...َ|  َا... fatḥah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas 
ل kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتا م : māta 
ى م ر : ramā 
 َلْيِق : qīla 
َُتُْو  يَ : yamūtu 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
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Contoh: 
َِؿا فْط لأاَُة ضْك ر : rauḍah al-atfāl 
َْل اَُة لِضا فْلاَُة نْػيِد  م  : al-madīnah al-fāḍilah 
َُة مْك
ِْلْ ا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
Contoh: 
ا نَّػب ر : rabbanā 
ا نْػيَّ نَ : najjainā 
 َق ْلْ ا : al-ḥaqq 
 َمِّعُػن : nu”ima 
 َكُد ع : „aduwuun 
Jika huruf ل ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (َّىِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
 َىِل ع : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َِب ر ع : „Arabī (bukan, „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا (alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 
َُسْمَّشل ا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
 ُةَلَشْل َّشَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ُةَفَسَْلفَْلا : al-falsafah 
 ُد َلالاِبَْلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َفْكُرُمْأ ت : ta‟murūna 
 ُعْوَّنَلا : al-nau‟ 
  ءْيَش : syai‟un 
 ُتْزُِمأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِللااَُنْيِد dīnullāh َِللِاب billāh 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َِللاِة ْحْ رَْفَِْمُه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
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Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Dalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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ABSTRAK 
Nama  : Nur Amira Azis 
NIM  : 10200115017 
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 
Judul  : Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna 
Kartu     Elektronik (E-Money) Di Kota Makassar Dalam 
Perspektif Hukum Islam 
 
Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bentuk pelaksanaan 
perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik (E-Money), 2) Faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen di kota 
Makassar, dan 3) Persepsi masyarakat kota Makassar terhadap perlindungan 
konsumen terhadap pengguna kartu elektronik di Makassar. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
yuridis-formal, dan teologis-normatif, dan pendekatan sosiologis, dan data dari 
penelitiaan ini berasal dari wawancara dan beberapa referensi-referensi buku, 
jurnal, internet yang sesuai dengan judul penelitiaan ataupun sesuai dengan 
rumusan masalah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1)adanya perlindungan konsumen 
bagi para pengguna kartu elektronik yang diberikan oleh pihak penyedia jasa ini 
terbukti dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh bank Indonesia dengan 
maksimal saldo dalam kartu itu sebanyak dua juta rupiah dan system tekhnologi 
yang diaplikasikan oleh penyedia jasa yang disebut tekhnologi “double do not”, 2) 
faktor pendukung dari perlindungan konsumen yaitu adanya Undang-Undang 
tentang perlindungan konsumen serta adanya wadah yang diberikan oleh 
pemerintah dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu jalur pengadilan serta 
adanya lembaga yang dinamakan BPSK (badan penyelesaian sengketa 
konsumen), namun yang jadi penghambat mengenai perlindungan konsumen ini 
kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak yang terkait sehingga banyak konsumen 
yang dirampas haknya serta dirugikan tidak mengetahui tentang penyelesaian 
sengketa konsumen, serta adanya kebiasaan masyarakat yang ketika ada produk-
produk baru tidak ingin mencari tahu tentang dampak negatif dari produk tersebut, 
3) kemudian persepsi masyarakat tentang perlindungan konsumen untuk kartu 
elektronik sudah cukup efektif karena manfaat dari kartu elektronik tersebut yang 
praktis dapat memudahkan kegiatan masyarakat sehari-hari, kemudian dalam hal 
keamanan yang perlu ditingkatkan sehingga dalam melakukan transaksi bisa 
nyaman dan aman. 
Implikasi atau tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu untuk 
lebih melakukan kontrol ataupun pengawasan terkait produsen atau pihak 
penyedia jasa yang apabila mengeluarkan produk baru serta memperketat system 
jalannya hukum yang adil bagi masyarakat yang benar-benar dirampas haknya 
dan dirugikan, serta pihak penyedia jasa lebih memperhatikan kualitas produknya 
agar tercapai kemashalatan bersama, pejabat pemerintah harus senantiasa 
berpegang teguh pada asas legalitas, sebagai prinsip yang fundamental dalam 
kehidupan masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap 
berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi, maupun 
perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di 
negara kita, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen 
didalam berbagai bidang yang telah menghasilkan berbagai variasi barang ataupun 
jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu globalisasi dan 
perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, 
telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus 
transaksi barang ataupun jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, 
sehingga barang atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi baik berupa 
produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada 
satu pihak memang cenderung menguntungkan bagi konsumen, hal tersebut 
dikarenakan kebutuhan konsumen akan barang dan ataupun jasa yang diinginkan 
dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat 
memilih berbagai macam jenis produk barang ataupun jasa yang berkualitas 
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan 
fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen 
menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena 
sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk 
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat 
promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online, serta 
penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat merugikan
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konsumen didalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan atau 
jasa. 
Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen, 
maka seluruh permasalahan maupun kasus-kasus mengenai sengketa konsumen 
penyelesainnya dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi (pengadilan), ataupun 
non litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan), sebagaimana terdapat 
didalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang 
mengatur tentang hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh undang-undang 
tersebut. Adanya undang-undang perlindungan konsumen atau yang sering 
disebut UUPK dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi 
pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
(LPKSM) untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan 
maupun pendidikan terhadap para konsumen.
1
 Upaya pemberdayaan yang 
dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan konsumen ini sangat penting karena 
bukan hal yang mudah untuk mengharapkan kesadaran dari para pelaku usaha 
dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, yang pada dasarnya prinsip ekonomi 
pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan 
modal seminimal mungkin. 
Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis 
dan variasi barang dan jasa. Dengan dukungan tekhnologi dan informasi, 
perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan jasa telah melintasi batas-
batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan 
jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif. 
Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena 
kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan 
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beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan 
kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana 
konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek 
aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan 
cara penjualan yang merugikan konsumen.
2
 
Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi  dan bagian dari kemajuan 
teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah 
memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat 
modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan 
konsumen secara sederhana, dimana konsumen dan produsen dapat bertatap muka 
secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang 
kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara 
massal pula (Massconsumer Consumption). Akhirnya hubungan antara konsumen 
dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa 
produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada di 
negara lain. 
Friedman dalam bukunya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan : 
“in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it 
distributes its benefits and cost,”dan dalam hubungan ini friedman juga 
menyatkan bahwa”every function of law, general or specific, is allocative.3 
Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi 
rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam 
berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen 
oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. 
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Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen 
tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang 
terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid dalam bukunya Ahmadi Miru dan 
Sutarman Yodo mengatakan secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang 
bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas 
kebebasan, persamaan dan solidaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, 
subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh 
keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau 
asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum 
untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Apabila dalam prinsip atau 
asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka didalam prinsip atau asas 
solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu 
sepakat untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus 
survival bagi manusia. Melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan 
kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat dengan 
alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama.
4
 
Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat 
ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara produsen dan 
konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, 
pemasaran, dan penawaran. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen 
telah mengalami perubahan konstruksi hukum, yakni hubungan yang semula 
dibangun atas prinsip caveat emptor berubah menjadi caveat venditor.
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Dalam perkembangan pembayaran non tunai, dewasa ini di berbagai negara 
terlihat bahwa alat/instrumen pembayaran mikro juga telah berkembang cukup 
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pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk 
menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien.Instrument 
pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani 
kebutuhan transaksi dengan nilai yang sangat kecil namun volume yang tinggi 
serta membutuhkan waktu pemprosesan transaksi transaksi yang relatif sangat 
cepat. Adanya peluang bagi lembaga non bank untuk dapat menjadi penerbit alat 
pembayaran mikro akan membuka kesempatan kepada masyarakat luas, meskipun 
bukan nasabah bank, untuk dapat menggunakan fasilitas pembayaran mikro. Hal 
ini tentunya akan semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap alat 
pembayaran non tunai.
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Kartu elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran 
elektronik yang telah ada sebelumnya seperti : phone banking, internet banking, 
kartu kredit, dan kartu debit/ATM, karena setiap pembayaran yang dilakukan 
dengan menggunakan kartu elektronik tidak selalu memerlukan proses otorisasi 
dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat 
melakukan pembayaran tidak dibebankan kerekening nasabah di bank), sebab 
kartu elektronik tersebut merupakan produk „stored value‟ dimana sejumlah nilai 
(monetary value) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan 
(prepaid).
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Perkembangan alat pembayaran berupa uang elektronik yang sebelumnya 
diatur sebagai kartu prabayar tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu namun 
juga telah berkembang dalam bentuk lainnya sehingga pada tahun 2009 Bank 
Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang 
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Melalui Pengembangan E-Money, Dalam Jurnal Bank Indonesia, h.4, Di akses pada tanggal 29 
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Mintarsih,  Perlndungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Di Hubungkan 
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uang elektronik peraturan bank Indonesia tentang uang elektronik ini memuat 
pengaturan antara lain mengenai tata cara perizinan dan peralihan perizinin, tata 
cara penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan teknologi dan sanksi, 
meskipun relatif dalam tahap perkembangan, penggunaan e-money sebagai salah 
satu alternatif alat pembayaran non tunai memberi manfaat dan kelebihan 
dibanding alat pembayaran tunai, oleh karena itu, e-money mempunyai potensi 
dalam menggeser peran uang tunai untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai 
kecil (retail) sebab transaksi dengan nilai kecil tersebut dapat dilakukan dengan 
lebih mudah dan murah baik bagi konsumen maupun pedagang (merchant). 
Meskipun manfaat dari penggunaan tidak dapat terbantahkan, namun dalam 
praktik sebagaimana terjadi pada hal-hal yang baru, masih terdapat 
ketidaksesuaian dalam pengelolaan uang elektronik. 
Dengan ketentuan umum ketentuan hukum tersebut diharapkan dapat 
memberdayakan konsumen pemegang uang elektronik dan meningkatkan 
kesadaran para penerbit agar kepentingan konsumen dapat dilindungi baik secara 
integratif maupun komprehensif serta dapat diterapkan secara langsung 
dimasyarakat. Perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong iklim 
berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam 
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.
8
 
Dalam Islam, pengaturan tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya 
dengan Allah swt. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan jasa 
adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Batasan-batasan yang diberikan islam 
kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan jasa yang haram, agar 
konsumen selamat baik di dunia maupun di akhirat. 
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Konsumen dalam ekonomi islam tidak semata-mata hanya untuk 
mengonsumsi kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga 
konsumen untuk kerohanian, sosial, dan lingkungan. Allah swt., memerintahkan 
kepada umatnya, dalam hal ini konsumen, untuk mengonsumsi makanan yang 
baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia,
9
 juga memanfaatkan segala anugerah-
Nya
10
 sebagai wujud ketaatan padanya.
11
 Produk haram dengan label halal yang 
beredar dimasyarakat akan mempunyai dampak negatif, tidak hanya berpengaruh 
pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat 
dan bangsa pada umumnya. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman erat 
sekali kaitannya dengan ibadah. Dikatakan berpengaruh kepada perusahaan itu 
sendiri karena menimbulkan ketidakpercayaan publik akan menurunkan daya beli 
masyarakat terhadap produk perusahaan tersebut. Hilangnya kepercayaan public 
akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap perusahaan, yang secara 
bersamaan akan menurunkan daya produktifitas perusahaan tersebut.
12
 
Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang 
tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam 
melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang 
menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk 
memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan 
advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. 
Perlindungan konsumen muslim sangat penting di Indonesia, karena 
mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Maka sudah selayaknya 
konsumen muslim tersebut mendapatkan perlindungan atas barang dan jasa sesuai 
dengan syariat Islam. Pada sisi lain, pemerintah Indonesia juga dituntut untuk 
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Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.8. 
8 
 
 
 
melaksanakan upaya aktif guna melindungi konsumen muslim yang merupakan 
hak warga negara yang beragama Islam di Indonesia. 
Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: 
prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan, dan moralitas. 
Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan 
barang dan jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, 
distribusi, hingga tujuan mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Maka dalam 
ekonomi Islam barang dan jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, 
ketika cara memproduksinya dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-
ketentuan syara‟. 
Prinsip kebersihan, bahwa konsumen berdasarakan ajaran Islam harus 
mengonsumsi barang dan jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikan, serta 
tidak bercampur dengan najis, karena barang dan jasa yang haram, kotor, dan 
bernajis membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi. 
Prinsip kesederhanaan, Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk 
tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta mampu 
mengekang hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan yang berlebihan. Selain 
itu, Islam juga mengajarkan kepada konsumen untuk menjaaga keseimbangan, 
tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan dalam mengomsumsi barang dan 
jasa. 
Prinsip kemashalatan, bahwaIslam membolehkan konsumen untuk 
menggunakan barang dan jasa selama barang dan jasa tersebut memberikan 
kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Disamping 
itu, Islam juga membolehkan konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa yang 
haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak 
berlebihan dan tidak melampaui batas. 
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Prinsip moralitas dan akhlak, seorang muslim diajarkan untuk menyebut 
nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan menyatakan terima kasih kepada-Nya 
setelah melakukan sesuatu. Islam mengajarkan agar konsumen memenuhi etika, 
kesopanan, bersyukur, zikir, dan pikir, serta mengesampingkan sifat-sifat tercela 
dalam mengonsumsi barang dan jasa.
13
 
Dalam uraian diatas sangat penting untuk dilakukan penelitiaan yang berjudul 
“Perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik (E-Money) di kota 
Makassar dalam perspektif hukum Islam”. Penelitiaan ini sangat penting agar 
masyarakat mendapatkan perlindungan hukum secara jelas tentang adanya 
transaksi menggunakan non tunai karena dengan adanya pembayaran dengan non 
tunai ini akan ada dampak yang mungkin bisa saja terjadi. 
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitiaan 
a. Perlindungan Konsumen 
b. Kartu Elektronik (E-Money) 
c. Hukum Islam 
2. Deskripsi Fokus 
a. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 1 bahwasanya 
“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 
b. Kartu Elektronik (E-Money) adalah uang yang digunakan dalam transaksi 
internet dengan cara elektronik. Pada umumnya, transaksi ini menggunakan 
jaringan computer seperti internet dan penyimpanan harga digital. 
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c. Hukum Islam adalah kata Syara‟ yang secara etimologi berarti “jalan-jalan 
yang bisa ditempuh air”. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk 
menuju jalan Allah. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam 
yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, 
aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci 
penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di 
akhirat. 
 
Fokus Penelitiaan Deskripsi Fokus 
Perlindungan Konsumen Pengertian konsumen, sejarah perlindungan 
konsumen, hak-hak konsumen, serta kewajiban 
konsumen 
Kartu Elektronik (E-Money) Upaya hukum bagi pemegang kartu elektronik 
dalam melakukan transaksi uang elektronik. 
Hukum Islam Dasar-dasar hukum dalam Al-Qur‟an dan 
Hadits terkait perlindungan konsumen bagi 
para pengguna kartu elektronik. 
C. Rumusan Masalah 
 Adapun pokok masalah dari judul penelitiaan ini yakni bagaimana 
perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik (E-Money) di Kota 
Makassar dalam perspektif hukum Islam? 
Dari pokok masalah tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi sub 
masalahnya, yaitu: 
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap 
pengguna kartu elektronik (E-Money)? 
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2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
perlindungan konsumen dikota Makassar? 
3. Bagaimana persepsi masyarakat kota Makassar terhadap perlindungan 
konsumen terhadap pengguna kartu elektronik di Makassar? 
D. Kajian dan Penelitiaan Terdahulu 
1. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 
Adapun isi dari buku ini menjelaskan pada bab 1 dijelaskan tentang ketentuan-
ketentuan umum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen seperti 
aturan-aturannya dan sanksi-sanksinya, kemudian dibab 2 mengenai asas dan 
tujuan, bab 3 mengenai hak dan kewajiban, bab 4 mengenai perbuatan yang 
dilarang bagi pelaku usaha, dan beberapa bab menjelaskan tentang tanggung 
jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen 
nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,penyelesaian 
sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan, sanksi, dan 
ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Adapun komentar pembeda dari buku 
ini yakni dalam buku ini masih belum lengkap menjelaskan keseluruhan tentang 
kode etik untuk pengusaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. 
2. Dr .Zulham, S.H.I, M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, adapun isi 
dari buku ini menjelaskan mengenai sejarah perlindungan konsumen, konsumen 
dan perlindungan konsumen, hak dan kewajban konsumen, prinsip-prinsip 
perlindungan konsumen, sertifikasi dan labelisasi produk halal, serta badan dan 
lembaga perlindungan konsumen. Adapun komentar pembeda dari buku ini 
dimana mengenai perlindungan konsumen dalam Islam belum dijelaskan secara 
terperinci tetapi buku ini memuat mengenai bagaimana Islam menjadi agama yang 
dapat dijadikan landasan dalam melakukan segala sesuatunya tentunya dalam hal 
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produksi dan konsumsi, dan buku ini memiliki edisi revisi yang merupakan 
penyempurna dari buku ini. 
3. Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen edisi 
revisi, dalam buku ini penyempurna dari buku sebelumnya, dan buku ini memiliki 
kata pengantar yang disampaikan oleh wakil ketua badan perlindungan konsumen 
nasional yakni Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H. 
4. Prof.Dr.A.Muri Yusuf, M.pd, Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif 
dan Penelitian Gabungan. Adapun isi dari buku ini menjelaskan tentang manusia, 
ilmu, dan konsep dasar penelitiaan, dan menjelaskan mengenai metode-metode 
penelitiaan kuantitatif, metode penelitiaan kualitatif, serta penelitiaan gabungan, 
dan kebetulan jenis penelitiaan yang penulis gunakan yakni mengenai penelitiaan 
kualitatif atau penelitiaan lapangan. 
5. Mustafa Edwin Nasution,dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 
dalam buku ini menjelaskan bagaimana sistem ekonomi pada Islam, aturan-aturan 
permainan dalam ekonomi Islam, serta membandingkan sistem ekonomi Islam 
dan konvensional, permintaan dan penawaran dalam Islam, serta bagaimana teori 
produksi dan bagaimana Islam memandang dalam produksi. 
6. Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) 
Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai, dalam skripsi ini 
menjelaskan mengenai alat pembayaran, bagaimana konsep uang, serta pihak-
pihak dalam transaksi elektronik, kemudian menjelaskan mengenai jual beli, 
rukun jual beli, dan syarat-syarat jual beli, serta menjelaskan mengenai 
perlindungan konsumen pengguna kartu elektronik, dan bagaimana kedudukan 
hukum dari uang elektronik dalam hal melakukan transaksi pembayaran. 
Adapun komentar pembeda dari kajian serta penelitiaan terdahulu yang dikaji 
oleh kelompok ataupun perorangan yang telah dipaparkan diatas yaitu tidak ada 
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satupun dari penelitiaan tersebut yang membahas mengenai perlindungan 
konsumen terhadap pengguna kartu elektronik (E-Money) dalam perpektif Islam, 
namun tidak bisa dipungkiri bahwa penelitiaan terdahulu serta kajian pustaka 
tersebut membahas ataupun menyinggung tentang perlindungan konsumen namun 
berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan 
1. Tujuan penelitiaan 
a. Tujuan umum penelitiaan 
Untuk mengetahui serta memahami mengenai bagaimana pelaksanaan serta 
bagaimana perlindungan konsumen bagi para pemegang kartu elektronik tersebut 
sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. 
b. Tujuan khusus penelitiaan 
1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen yang telah 
dilaksanakan oleh pemerintah. 
2) Untuk menemukan dan mengetahui faktor-faktor apa saja sehingga 
pelaksanaan perlindungan konsumen di Kota Makassar masih memiliki 
hambatan. 
3) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik dikota 
Makassar. 
2. Kegunaan penelitiaan 
a. Kegunaan teoritis 
Kita dapat mengetahui tentang bagaimana perlindungan konsumen yang 
diberikan terhadap pengguna kartu elektronik (e-money). 
b. Kegunaan praktis 
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Dengan adanya penelitiaan ini, diharapkan agar pemerintah bisa memberikan 
perlindungan terhadap para pengguna kartu elektronik . 
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BAB II 
TINJAUN TEORITIS 
A. Pengertian Konsumen 
Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam 
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah 
terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik kepentingan diri sendiri ataupun keluarganya atau orang lain yang tidak 
untuk diperdagangkan kembali.
1
 
Dikemukakan pula pengertian konsumen yang khusus berkaitan dengan 
masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi 
“korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga 
korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai 
memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. 
B. Sejarah Perlindungan Konsumen  
Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai sejak 
zaman Hindia Belanda, kendatipun sebagian besar peraturan-peraturan tersebut 
pada saat ini sudah tidak berlaku lagi. 
Dalam beberapa kitab undang-undang juga terdapat beberapa ketentuan yang 
dapat digunakan untuk melindungi konsumen, yaitu : 
1. KUH Perdata: bagian 2, bab V, buku II mengatur tentang kewajiban 
penjual dan perjanjian jual beli  
                                                 
1
Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan 
Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan 
Hukum Islam), Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2018), h.49. 
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2. KUHD: tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan 
penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan mengenai 
perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya. 
3. KUH Pidana: tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merrk, 
persaingan curang, dan sebagainya.
1
 
Hiruk pikuk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar 
dan popular pada tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya 
masuarakat (Nongovernmental Organization)
2
 Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia pada bulan Mei 1973. Organisasi ini pertama kalinya dipimpin oleh 
Lasmijah Hardi. Organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di 
bidang perlindungan konsumen, tentu saja dalam aktivitasnya bertindak selaku 
perwakilan konsumen (Consumer Representation) yang bertujuan untuk melayani 
dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.
3
 
Selanjutnya, pergerakan pemberdayaan konsumen semakin gencar, baik 
melalui ceramah, seminar, tulisan, dan media massa. Gerakan konsumen di 
Indonesia, termasuk yang di prakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah 
naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR , yang akhirnya disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
pada tanggal 20 april 1999. 
Dilain pihak, faktor yang juga turut mendorong pembentukan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkembangan system 
perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World Trade Organization 
(WTO), maupun program Internatioanl Monetary Fund (IMF), dan program bank 
dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dunia 
                                                 
1
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), h.32. 
2
Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2003), h.7. 
3
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.34. 
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diikuti dengan dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan 
harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional dibidang perdagangan.
4
 
Sebelum Islam datang, Mekkah telah menjadi pusat perhatian seluruh kabilah 
Jazirah Arab karena adanya Ka‟bah, dan suku Quraisy yang berdomisili di 
Mekkah dikenal dengan sebagai penjaga Ka‟bah yang merupakan tempat suci 
bagi bangsa Arab. Suku Quraisy mendapat keuntungan besar atas status mereka 
sebagai pemelihara Ka‟bah, terutama dalam hal perdagangan.5 
Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai 
pada saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang 
dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan ataupun upah. 
Kendatipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan 
konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan Rasulullah, namun kita dapat 
menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan 
yang dilakukan oleh Rasulullah.
6
 
Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh 
penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan 
kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena 
kejujurannya dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang 
dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak 
dibandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.
7
 
Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga mendapat 
perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur‟an maupun hadis. Perdagangan 
yang adil dan jujur menurut Al-Qur‟an adalah perdagangan yang tidak menzalimi 
                                                 
4
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), H.37. 
5
Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h.47. 
6
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.40. 
7
Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h.72. 
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dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah (2): 279 yang 
berbunyi : 
                         
   
 
Terjemahnya: 
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”8 
Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit 
mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat tersebut 
disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiya (tidak dizalimi dan tidak pula 
dizalimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut 
mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan 
konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan/atau menganiaya. Hal ini terkait 
dengan penganiayaan hak-hak konsumen dan produsen. 
Praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah pada masa 
pemerintahan Rasulullah di Madinah di antaranya : 
1. Talaqqi Rukban 
2. Gisyah 
3. Perdagangan najasy 
4. Produk haram 
5. Riba 
6. Tathfif  
                                                 
8
Kementerian agama RI.Al-Qur‟an dan terjemahnya,(Jakarta: Halim Publishing dan 
distributing, 2013) h.47 
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Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik 
benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah 
mrengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. 
Meskipun di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya uang kertas ataupun 
uang elektronik dan tidak ada dasar hukum yang mengatur baik dalam Al-Qur‟an 
ataupun dalam hadits. Dinar emas dan dirham perak serta uang bentuk fulus 
merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah saw. Dasar mata uang 
tersebut terus digunakan hingga muncul uang kertas (paper money). Dalam hadits 
riwayat muslim dijelaskan : 
“jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual 
dengan gandum, sya‟ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya‟ir, karena 
dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran 
atau timbangan) harus sama dan dibayara kontan (tunai). Jika jenis barang tadi 
berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus 
dilakukan secara kontan (tunai).”(HR.Muslim no.1587)”9 
Uraian diatas membuktikan, bahwa sebelum barat dan dunia modern 
mengenal pengaturan perlindungan konsumen, Islam telah menjalankan prinsip-
prinsip perlindungan konsumen.Namun pengaturan perlindungan konsumen yang 
ada pada masa Rasulullah tersebut belum terperinci secara empiris, karena 
keterbatasan teknologi pada saat itu. Kendatipun demikian, Rasulullah telah 
berhasil meletakkan dasar-dasar perlindungan konsumen akhirnya diadopsi oleh 
dunia modern sekarang. 
C. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan 
hak-hak konsumen sebagai berikut :
10
 
                                                 
9
Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan 
Transaksi  Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan 
Hukum Islam), Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2018), h.68. 
10
Republik Indonesia, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa. 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan. 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, dan mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/jasa yang 
digunakannya. 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak 
diskriminatif.
11
 
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
sebagaimana mestinya. 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 
Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk dilindungi 
dari akibat negatif persaingan curang. Selain memperoleh hak-hak tersebut, 
konsumen juga memiliki kewajiban untuk
12
 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. 
                                                 
11
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 
2013), h.50-51. 
12
 Republik Indonesia, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa Islam pada masa Rasulullah 
belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris saat 
ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun 
pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, 
sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan 
konsumen modern. 
Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen 
dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang 
dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut : 
 
1. Khiyar Majelis 
Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, 
jika terjadi ijab dan kabul antara antara produsen dan konsumen, dan akadnya 
telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan 
atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis. 
2. Khiyar Syarat 
Khiyar Syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan 
ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. 
3. Khiyar aibi 
Khiyar Aibi adalah haram bagi seseorang menjual barang yang memiliki cacat  
(cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen). 
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4. Khiyar Tadlis 
Yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, 
maka hal itu haram baginya. 
5. Khiyar Al-Ghabn Al-Fahisy (Khiyar Al-Mustarsil) 
Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak 
pembeli. 
6. Khiyar Ru‟yah 
Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, 
sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. 
7. Khiyar Ta‟yin 
Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang 
yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun 
barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang 
yang dia kehendaki.
13
 
D. Pengertian Uang elektronik (E-Money) 
Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai 
alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau 
sebagai alat melakukan pembelian barang dan jasa. Sedangkan uang dalam Islam 
berasal dari bahasa arab disebut “Maal”asal katanya berarti condong yang berarti 
menyondongkan ke arah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya 
penarik yang terbuat dari logam misalnya tembaga-tembaga, emas, dan perak. 
                                                 
13
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 
2013), h.58-62. 
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Secara umum, uang elektronik atau dalam Bahasa Inggris Electronic Money, 
adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat 
digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format 
digital di sebuah computer atau Micro Chip dalam sebuah kartu. 
Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada 
penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server 
atau chip, transaksi elektronik menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 
tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan 
hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, 
dan/atau media elektronik lainnya.
14
 
E. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik 
Sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang 
elektronik maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi elektronik antara lain : 
a. Prinsipal 
Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai 
penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama 
dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. 
b. Penerbit 
Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang 
elektronik. Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai 
penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin dari bank Indonesia. 
c. Acquirer  
                                                 
14
Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan 
Transaksi  Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan 
Hukum Islam), Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2018), h.32-33. 
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Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama 
dengan pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang 
diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan bertanggung jawab 
atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. 
d. Pemegang 
Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Pemegang 
adalah konsumen, dimana pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen menjelaskan konsumen merupakan setiap orang 
pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.
15
 
e. Pedagang  
Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan jasa yang menerima 
transaksi pembayaran dari pedagang.
16
 
Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban 
Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil 
dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.
17
 
Perihal dalam Al-Qur‟an dua logam mulia ini, emas, dan perak, telah 
disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan 
lambang kekayaan yang disimpan.Misalnya dalam QS.At-Taubah ayat 34 
disebutkan : 
                                                 
15
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 
16
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014  Tentang Uang Elektronik. 
17
Mustafa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2006), h.242. 
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                         
                         
                  
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.dan 
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada 
jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih.”18 
Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, 
baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka 
tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. 
Al-kasani memberi penjelasan argumen Muhammad berkata : “maksud 
keterangan sifat adalah dasar apa yang menjadi ukuran nilai kehartaan benda. 
Nilai kehartaan benda, sebagaimana diukur dengan dinar dan dirham juga diukur 
dengan fulus (uang lembaganya).
19
 
Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah mengenal dinar, 
mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham diperoleh bangsa Arab dari 
hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa diseputar Jazirah 
Arab. Para pedagang kalau pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas 
Romawi dan Irak mereka membawa dirham perak Persia.Kadang-kadang mereka 
juga dirham himyar dari Yaman.Jadi pada masa itu sudah banyak mata uang asing 
                                                 
18
Kementrian agama RI. Al-Qur‟an dan terjemahnya, (Jakarta: Halim Publishing dan 
distributing, 2013) h.192 
19
 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.4-5 
26 
 
 
 
yang masuk negeri Hijaz. Mata uang itu digunakan hingga runtuhnya Khilafah 
Utsmaniyah di Turki pasca-perang dunia I.
20
  
F. Bentuk-Bemtuk Perlindungan Bagi Pemegang Kartu Elektronik 
Dalam hal hilangnya kartu (Lost/Stolen Card), kartu tetap dapat digunakan 
sampai pemilik sah memberitahukan kepada bank penerbit, namun kartu tersebut 
tetap dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Penyalahgunaan kartu oleh pihak lain 
dapat terjadi dengan pencurian oleh pihak lain maupun kelalaian dari pemilik 
kartu itu sendiri. Setelah kartu berada pada pihak lain, penyalahgunaan tentu saja 
dapat digunakan dengan berbagai cara, salah satunya seperti berbelanja langsung 
kepada merchant, karena ketika kartu hilang maka kartu dapat digunakan tanpa 
perlu dilakukan otoritas oleh merchant dan tidak dapat dilacak keberadaan kartu 
tersebut. 
Tingkat sekuritas pada e-money merupakan salah satu aspek penting 
mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan baik bagi penerbit maupun pemegang 
kartu tersebut. Usaha kejahatan untuk menembus sistem security e-money bisa 
terjadi pada level pengguna, pedagang ataupun penerbit, termasuk pencurian 
terhadap peralatan milik merchant atau pemegang kartu, pemalsuan kartu atau 
pesan (message), merubah data yang tersimpan dalam kartu atau isi pesan yang 
dikirimkan, dan juga dapat dilakukan dengan merubah fungsi software.
21
 
Dalam penyelenggaraan kegiatannya, penerbit memiliki kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan bank Indonesia tentang uang elektronik yaitu : 
                                                 
20
Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam(Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2006), h.245 
21
Nyi Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money 
Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Dalam jurnal wawasan hukum, h.9, di 
akses pada tanggal 30 Juni 2018 11:12. 
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1. Menerbitkan uang elektronik sesuai dengan nilai uang yang disetorkan 
pemegang kepada penerbit. 
2. Mematuhi batas maksimum nilai transaksi dan batas maksimum nilai 
uang elektronik yang tersimpan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 
3. Adanya penggantian atas pembaharuan terhadap keterbatasan usia teknis 
media uang elektronik dengan tidak menghilangkan nilai uang elektronik 
yang tersimpan karena merupakan milik pemegang kartu. 
4. Penerbit mencatat setiap identitas pedagang (merchant). 
5. Adanya penerapan manajemen resiko keuangan dan resiko operasiaonal. 
6. Penerbit menginformasikan secara tertulis mengenai produk uang 
elektronik kepada pemegang. 
7. Uang elektronik wajib diterbitkan dalam mata uang rupiah.22 
Penerbit uang elektronik wajib menerapakan prinsip perlindungan nasabah 
dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara 
tertulis kepada pemegang kartu. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran 
elektronik terhadap pemegang kartu uang elektronik didasarkan bahwa 
penyelenggara dan pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa 
kepentingannya pemegang kartu E-Money sangat rentan terhadap tujuan 
penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh 
pemegang kartu. 
 
                                                 
22
Nyi Nyoman Anita Candrawati,  Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-
Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Dalam Jurnal Wawasan Hukum, 
H.10-11, di akses pada tanggal 30 Juni 2018 11:12. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitiaan 
1. Jenis penelitiaan 
Jenis penelitiaan ini adalah penelitiaan kualitatif lapangan yang akan 
mengkaji tentang bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan kepada 
pemegang ataupun pengguna kartu elektronik dalam melakukan suatu transaksi. 
2. Lokasi peneltiaan 
Penelitiaan ini akan dilakukan di kota Makassar, Dan instansi-instansi yang 
berkaitan dengan penerbit jasa dari kartu elektronik (E-Money) seperti Bank 
Mandiri, Bank BCA, Bank BRI. Dilihat dari gambaran diatas bahwasanya alasan 
peneliti memilih lokasi tersebut karena daerah tersebut merupakan daerah yang 
berada dipertengahan kota Makassar, selain itu pula masyarakat disana utamanya 
dalam hal perekonomian dan perdagangan sangat signifikan kemajuannya, 
kemudian karena lokasi tersebut berada dipertengahan kota maka masyarakatnya 
juga banyak yang mengikuti perkembangan zaman utamanya dalam hal kartu 
elektronik tersebut. 
B. Pendekatan Penelitiaan 
1. Pendekatan yuridis formal (UU) 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitiaan ini dikarenakan menyangkut 
tentang beberapa kajian tentang hukum serta peraturan perundang-undangan 
khususnya UU yang membahas tentang perlindungan konsumen. 
2. Pendekatan sosiologis 
Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menggunakan perangkat 
ilmu sosial dalam melihat serta menganalisa obyek. Dipilihnya pendekatan ini 
dikarenakan pada penelitiaan nanti itu akan menyangkut tentang masyarakat serta 
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akan melihat gejala-gejala sosial dalam menanggapi tentang keberadaan kartu 
elektronik ini di zaman modern ini. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah sumber data penelitiaan yang diperoleh secara langsung 
dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu ataupun 
sekelompok orang maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, ataupun 
hasil pengujian data (benda).Adapun sumber data utama yang penulis gunakan 
ialah pengguna kartu elektronik atau biasa disebut dengan konsumen sebanyak 10 
orang, kemudian pihak dari penyedia jasa sebanyak 2 orang, kemudian tokoh-
tokoh masyarakat baik dari tokoh ulama seperti Muhammadiyah ataupun NU 
(Nahdatul Ulama), serta ketua RT/RW, untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel 
berikut: 
No.  Informan Jumlah Informan 
1. Pengguna Kartu Elektronik 
(Konsumen) 
10 Orang 
2. Pihak Penyedia Jasa (Bank 
Penerbit) 
2 Orang 
3. Tokoh Masyarakat seperti 
ulama/organisasi masyarakat 
(Muhammadiyah, dan Nahdatul 
Ulama), ataupun ketua RT/RW 
3 Orang 
 Total 15 Orang 
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2.   Data sekunder 
Data sekunder adalah sumber data penelitiaan yang diperoleh melalui media 
perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 
ada, atau arsip baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan secara 
umum.kemudian sumber sekunder seperti pekerja historis yang ditulis dengan 
tangan.
1
 
Data sekunder ialah dengan melakukan penelitiaan kepada masyarakat 
pengguna kartu elektronik (E-Money) di Kota Makassar. 
3. Catatan yang sedang berjalan 
Catatan yang sedang berjalan adalah pengumpulan data pada saat penelitiaan 
sedang berlangsung.
2
 
4. Pengumpulan kembali 
Pengumpulan kembali perlu dilakukan apabila informasi dan data yang sudah 
terkumpul belum mampu menggambarkan fenomena yang menjadi tujuan dan 
fokus penelitiaan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu tekhnik yang dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitiaan.dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu 
kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi 
atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.
3
 
2. Observasi  
                                                 
1
A.Muri Yusuf, Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitiaan Gabungan, 
(Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri,2016), h.35 
2
A.Muri Yusuf, Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitiaan Gabungan, 
(Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri,2016), h.350 
3
A.Muri Yusuf, Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitiaan Gabungan, 
(Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri,2016), h.37 
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Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki 
tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan tekhnik observasi, obsevasi 
dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk yaitu Participant Observer yakni suatu 
bentuk observasi dimana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam 
kegiatan yang diamati, kemudian yang kedua Non Participation Observer yaitu 
suatu bentuk observasi dimana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung 
dalam kegiatan yang diamatinya. 
3. Dokumen 
Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 
sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau 
kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitiaan 
adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitiaan kualitatif. 
E. Instrument Penelitiaan 
1. Peneliti, peneliti disini berfungsi atau berperan sebagai orang yang 
mencari serta menggali seluruh informasi-informasi yang berkaitan 
dengan perlindungan konsumen bagi pengguna kartu elektronik. 
2. Pedoman wawancara, wawancara merupakan salah satu tekhnik dalam 
pengumpulan data, bentuk wawancara yang digunakan dalam 
memberikan pertanyaan kepada informan yakni sesuai fakta ataupun 
pendapat dan bisa pula berupa pertanyaan ataupun pernyataan, adapun 
beberapa pertanyaan yang dilampirkan adalah sebagai berikut : 
a. Pertama, menanyakan mengenai identitas dari informan secara lengkap. 
b. Kemudian yang kedua, menanyakan pendapatnya mengenai keberadaan dari 
kartu elektronik dizaman modern ini. 
c. menanyakan apakah si informan ini salah satu pengguna kartu elektronik 
sebagai alat untuk melakukan transaksi. 
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d. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang keberadaan kartu elektronik dizaman 
modern ini  
e. Apa kelemahan dan keunggulan dari kartu elektronik ini dibandingkan alat 
transaksi yang manual? 
f. Apakah ibu/bapak ini pernah mengalami masalah pada kartu elektroniknya 
pada saat melakukan transaksi 
g. Bagaimana tindakan pemerintah kepada pelaku usaha dalam melakukan 
perlindungan konsumen bagi para perngguna jasa kartu elektronik ini ? 
h. Sejauh ini bagaimana perbandingan pengaturan antara kartu elektronik ini 
dengan alat transaksi manual yang bapak/ibu rasakan selama 
menggunakannya? 
i. Seiring dengan dicanangkannya kepada masyarakat Indonesia untuk beralih 
ke kartu elektronik ini (E-Money), bagaimana peran pemerintah dalam 
memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal adanya timbal balik 
yang memberikan keuntungan bukan hanya penerbit tetapi juga pada 
masyarakat ? 
3. Pedoman observasi, melakukan penelitiaan di salah satu instansi atau 
bank yang berkaitan dengan judul penelitiaan, dan kemudian mengumpulkan 
beberapa informan yang menggunakan kartu elektronik tersebut sebagai alat 
transaksi mereka, dan menanyakan beberapa hal terkait judul dari penelitiaan 
tersebut. 
4. Kamera. 
5. Tap recorder. 
6. Alat tulis, buku dan penghapus. 
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F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Kategorisasi Data/Klasifikasi Data 
Data primer yakni diambil dari penelitiaan dilapangan yang menyangkut 
tentang perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik.Data 
sekunder yakni diambil dari beberapa referensi-referensi ataupun jurnal-jurnal 
yang berkaitan tentang perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu 
elektronik. 
2. Reduksi Data 
a. Staterpac 
b. non litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) 
c. litigasi (pengadilan) 
3. Editing Data 
a. Chip 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data melalui triangulasi sebagai gabungan atau 
kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling 
terkait dari sudut pndang dan perspkttif yang berbeda. Dalam karya Norman K. 
Denkin mendefinisikan triangulasi dan membaginya dalam 4 hal yaitu triangulasi 
metode, triangulassi antar-peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. 
Triangulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau 
adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi dilakukan untuk 
memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan 
kelengkapan data.
4
 
 
 
                                                 
4
Afrizal, Metode Penelitiaan Kualitatif (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) h.168 
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BAB IV 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU 
ELEKTRONIK DIKOTA MAKASSAR 
A. Setting Lokasi Penelitiaan 
1.  Sejarah singkat Bank Mandirillkvia Docment 
Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar 
disepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri 
mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank 
Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri. Nasabah Bank Mandiri 
yang terdiri dari berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian 
Indonesia.Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang 
usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan prudential 
banking dan best-practices risk management, Bank Mandiri telah melakukan 
berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan 
dilaksanakan dengan four-eye principle, dimana persetujuan kredit dipisahkan 
dari kegiatan pemasaran dan business unit.Sebagai bagian diversifikasi risiko dan 
pendapatan, Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan yang signifikan 
dalam melayani Usaha Kecil danMenengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada akhir 
1999, porsi kredit kepada nasabah corporate masih sebesar 87% dari total kredit, 
sementara pada31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro 
telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 
13,92%, sedangkan porsi kredit kepada nasabah corporate mencakup 
43,86% dari total kredit. Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 
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2005 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan 
transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi 
Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. 
2. Visi dan Misi Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar 
Sebagai pedoman dalam mengelola usahanya, Direksi Bank Mandiri telah 
menetapkan Visi dan Misi Bank Mandiri yang wajib diketahui, dihayati, dan 
diamalkan oleh setiap pegawai. Adapun visi dan misi Bank Mandiri ialah sebagai  
Visi 
Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 
progresif 
Misi 
kami berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari 
atas kepercayaan, baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Kami 
melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui 
penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Kami ingin dikenal karena 
kinerja, sumber daya manusia dan kerja sama tim yang terbaik, dengan 
mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, kami 
mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang 
Indonesia dan selalu menghasilkan timbal balik yang tinggi secara konsisten 
bagi pemegang saham. 
3. Struktur organisasi Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini 
Bank Mandiri cabang Makassar kartini, struktur organisasi dikepalai oleh 
pimpinan cabang kemudian kepada ke beberapa bagian divisi yang terdiri dari 
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CSO (Customer Service Officer), head teller, verificator dan yang terakhir adalah 
security. 
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu Elektronik Di 
Kota Makassar 
Peranan e-money sebagai salah satu bentuk pembayaran non tunai 
disamping memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemegang kartu juga 
memiliki berbagai potensi risiko keamanan. Potensi risiko yang dapat terjadi 
dalam pembayaran mikro antara lain adalah risiko pemalsuan dan duplikasi 
kartu, modifikasi data atau aplikasi e-money, pengubahan message, pencurian, 
penyangkalan (repudiation) dan risiko malfunction. Dalam rangka 
meminimalisasi risiko yang dapat terjadi tersebut, Penyelenggaraan e-money 
harus diatur dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan 
serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang kartu 
Penerbit uang elektronik (e-money).
5
 
Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, yang 
dimana kalau kita merujuk pada UU Perlindungan Konsumen dijelaskan 
didalamnya tentang bagaimana hak-hak konsumen tepatnya pada pasal 4 yaitu 
meliputi : 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkomsumsi barang atau jasa. 
                                                 
5
Z.Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), 
h.67 
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2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
diperjanjikan. 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang atau jasa. 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa. 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan hukum secara patut. 
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak 
diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau pengganti 
apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya.
6
 
Sebelum hak dari konsumen dipenuhi, maka konsumen pun harus 
melaksanakan kewajiban yang telah diberikan oleh pelaku usaha, kewajiban 
tersebut juga terdapat pada UU perlindungan konsumen dalam pasal 5 UU 
perlindungan konsumen, adapun kewajiban konsumen yang diatur sebagai 
berikut : 
1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. 
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3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
Adapun ketentuan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tahun 2009 no. 
11/12 tentang uang elektronik bahwasanya penerbit diwajibkan menerapkan 
manajemen risiko operasional dan risiko keuangan dengan cara : 
1. Menempatkan dana float dalam bentuk asset yang aman dan likuid. 
2. Menggunakan dana float tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban 
kepada pemegang dan pedagang, dan 
3. Memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang secara tepat waktu. 
Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 11/11/DASP Tahun 2009 
tentang uang elektronik, lebih lanjut diatur dalam penyelenggaraan penerapan 
manajemen risiko operasional para penyelenggara kegiatan uang elektronik wajib 
meningkatkan keuangan teknologi uang elektronik untuk mengurangi tingkat 
kejahatan dan penyalahgunaan uang elektronik sekaligus untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap uang elektronik sebagai alat pembayaran.
7
 
            Peningkatan keamanan tersebut dilakukan dengan penggunaan 
proventechnology yang memenuhi aspek-aspek yaitu : 
1. Adanya sistem keamanan teknologi yang memenuhi prinsip-prinsip 
sebagai berikut : 
a. Kerahasian data. 
b. Integrasi system dan data. 
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c. Otentikasi system dan data. 
d. Pencegahan terjadinya pengangkalan transaksi yang telah 
dilakukan. 
e. Ketersediaan system. 
2. Adanya sistem dan prosedur untuk melakukan audit trail 
3. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan sumber daya 
manusia (SDM), dan 
4. Adanya Bussines Contiuty Plan (BCP) yang dapat menjamin 
kelangsungan penyelenggaraan uang elektronik. 
Dalam pembelian kartu E-Money pada penerbit, kartu akan dilengkapi dengan 
syarat dan ketentuan penggunaan kartu E-Money tersebut. Syarat dan ketentuan 
tersebut menjadi suatu bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu 
dalam penggunaannya pada transaksi E-Money. 
Dalam kitab undang-undang hukum perdata tepatnya pada pasal 1313 
menjelaskan surat perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut pada 
pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini 
berarti bahwa perjanjian yang dibuat berupa syarat-syarat dan ketentuan dari 
penggunaan kartu E-Money secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-
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undang dan perikatan ini berlaku bagi para pihak yang sepakat di dalam perjanjian 
tersebut.
8
 
Terkait dengan perlindungan pemegang kartu E-Money sebagai konsumen 
uang elektronik, hal ini diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen 
yang secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk 
menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan, undang-undang 
perlindungan konsumen mengatur pelaku usaha perbankan untuk memberikan 
tanggung jawabnya kepada konsumen berupa : 
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
2. Memberikan informasi yang benar jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan jasa yang diberikannya. 
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar 
perbankan yang berlaku.
9
 
 Dalam UU perlindungan konsumen telah memberikan posisi tawar menawar 
yang lebih kuat terhadap pada pelaku usaha, namun berhubungan dengan 
pemegang kartu E-Money dalam system pembayaran elektronik (E-Payment) 
undang-undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara jelas bagaimana 
menyelenggarakan sebuah sistem elektronik yang handal dan aman dalam 
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melindungi konsumen. Pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik ini 
diatur lebih lanjut pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. 
Namun sehubungan dengan diberlakukannya peraturan Bank Indonesia 
nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 april 2009 tentang uang elektronik (lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 65, tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 5001), dan dalam rangka mendukung kelancaran dan 
efektivitas penyelenggaraan uang elektronik, maka dari itu diatur lebih lanjut 
ketentuan mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam surat edaran Bank 
Indonesia, ini membuktikan bahwasanya dalam menggunakan uang elektronik 
lebih dijamin keamanan dan kelancaran dalam melakukan transaksi. 
Perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan-ketentuan 
mengenai perikatan pada umumnya tersebut berlaku terhadap perikatan yang lahir 
dari perjanjian-perjanjian tertentu seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-
meminjam, tukar-menukar, penitipan barang. Bahkan ketentuan umum ini berlaku 
juga terhadap perjanjian yang timbul dalam praktik masyarakat yang belum 
dikenal dalam BW seperti perjanjian sewa-beli dan perjanjian arisan.
10
 
      Salah satu acuan yang penting pada undang-undang perlindungan konsumen 
yaitu dengan adanya peraturan mengenai pencantuman klausula baku pada 
perjanjian. Dimana dasar peraturan dalam penggunaan alat pembayaran elektronik 
menggunakan uang elektronik (E-Money) adalah dengan menggunakan sebuah 
perjanjian baku, maka pencantuman klausula baku yang seimbang haruslah diatur. 
Menurut penjelasan pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen, adanya 
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peraturan pencantuman klausula baku bertujuan untuk menempatkan kedudukan 
konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 
Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ivan selaku penanggung jawab dari 
pertumbuhan bisnis dalam kartu ATM, kartu debit, serta kartu E-Money, beliau 
mengatakan bahwasanya E-Money adalah uang elektronik yang berfungsi sebagai 
media pembayaran yang terdiri dari dua jenis yaitu dalam bentuk kartu dan server. 
Dalam memulai transaksi, pemegang kartu harus melakukan Top Up yang hanya 
dapat dilakukan jika pemegang kartu telah memiliki tabungan pada bank penerbit. 
Isi ulang (Top Up) bisa menggunakan mandiri debit yang dapat dilakukan melalui 
mandiri EDC, mandiri ATM tunai maupun non tunai, mandiri internet, dan 
mandiri sms, adapun syarat dan ketentuan kartu mandiri prabayar dari penerbit 
yaitu : 
1. Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang 
rusak karena kelalaian pemegang kartu hilang, dicuri, atau digunakan oleh 
pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak akan mengganti kartu yang 
hilang dengan kartu yang baru. 
2. Saldo yang terdapat dalam kartu tidak termasuk dalam program 
penjaminan lembaga penjamin simpanan (LPS). 
3. Penggunaan kartu hanya dapat dilakukan sebatas saldo yang tersimpan 
pada kartu. 
4. Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, mengcopy 
dan mengubah fisik maupun isi data kartu. 
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5. Pemegang kartu bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada 
penerbit apabila terjadi penggandaan (Cloning)
11
 dan penggunaan oleh 
pihak yang tidak berwenang untuk melakukan transaksi. 
6. Dalam hal kartu hilang, penerbit tidak akan melakukan pemblokiran, tidak 
mengganti fisik dan tidak akan mengembalikan saldo. 
7. Dalam hal kartu rusak, penerbit tidak akan melakukan pemblokiran, tidak 
akan mengganti fisik kartu namun akan mengembalikan saldo. 
8. Pencantuman nama, tanda tangan atau tanda-tanda apapun pada kartu 
bukan merupakan petunjuk atau bukti kepemilikan kartu. 
9. Bank penerbit berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan 
pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu 
atas dasar permasalahan tekhnis maupun non teknis. 
Dengan melakukan pembelian kartu E-Money tersebut, maka pemegang kartu 
dianggap telah menyetujui seluruh isi dan persyaratan serta ketentuaan 
penggunaan kartu tanpa perlu menandatanganinya. Namun kami dalam pihak 
penyedia jasa sudah menerapkan perlindungan kepada nasabah kami begitupun 
dalam hal pengguna uang elektronik, adapun perlindungan yang diberikan yakni : 
1. Menggunakan perlindungan berbasis teknologi yang disebut “ double do 
not” 
2. mengikuti regulasi perbankan, maksimal saldo dalam kartu maksimal 
Rp.2.000.000 rupiah. 
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3. Tetap bertanggung jawab apabila kartu rusak, saldo tetap diberikan tetapi 
untuk penggantian kartu pihak dari bank mandiri tidak mengganti yang 
baru. 
Kemudian selain itu juga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat 
dibagi dalam dua bagian. Pertama, No Conflict (Pre-Purchase), yaitu apabila tidak 
terdapat konflik atau tidak ada pertentangan, maka dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu legislation, dimana perlindungan hukum dilakukan dengan cara 
merancang dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Voluntary 
Self-Regulation, dimana perlindungan konsumen dilakukan melalui cara 
perancangan dan penetapan peraturan oleh pelaku usaha sendiri secara sukarela 
(voluntary) didalam perusahaannya baik barang maupun jasa. Kedua, apabila 
terjadi Conflict (Post-Purchase), apabila terjadi dikonflik atau pertentangan antara 
konsumen dengan pelaku usaha, maka dapat diselesaikan melalui litigation, yaitu 
perlindungan hukum kepada konsumen yang terakhir adalah mengajukan perkara 
yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha kepengadilan atau BPSK
12
. 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Perlindungan 
Konsumen di Kota Makassar 
Seiring dengan terjadinya Amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 
pasca reformasi, tidak saja mengubah kedudukan dan fungsi lembaga Negara, 
tetapi juga melahirkan berbagai lembaga Negara pendukung penyelenggaraan 
pemerintahan. Dalam bidang yudisial misalnya telah lahir Mahkamah Konstitusi 
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sebagai lembaga Negara penyelenggara kekuasaan kehakiman disamping 
Mahkamah Agung, selain itu lahir pula Komisi Yudisial sebagai Supporting organ 
dalam mendukung tugas dan fungsi penegakan hukum dengan tugas utama 
mengusulkan calon hakim agung dan menjaga harkat serta martabat hakim. 
Lembaga-lembaga seperti yang dikemukakan diatas sangat diperlukan untuk 
mengakomodasi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. 
Sebutlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sentral untuk 
membantu pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Proses kerja 
BPSK mirip dengan pengadilan, karena itu BPSK juga disebut Quasi badan 
peradilan untuk menangani kasus-kasus konsumen. 
Keberadaan BPSK sebagai Quasi Judisial dilatar belakangi oleh kondisi 
obyektif dalam aktivitas bisnis dari masa ke masa. Dalam aktivitas tersebut, selain 
melahirkan hubungan yang saling menbutuhkan antara pelaku usaha dengan 
konsumen berupa barang maupun jasa, juga tidak jarang dalam pola interaksi 
tersebut, terjadi benturan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. 
Dalam hubungan itulah, sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya 
dimana secara umum konsumen berada pada posisi tawar yang lemah dalam 
berhadapan dengan pelaku usaha ini salah satu faktor mengapa pelaksanaan 
perlindungan konsumen masih belum dapat terealisasikan dengan baik karena 
meskipun sudah ada yang mengatur perihal peraturan-peraturan yang memberikan 
payung hukum terhadap konsumen namun dalam aplikasiannya masih belum 
sesuai dengan aturan yang ada, akibatnya konsumen kerap menjadi sasaran 
eksploitasi pelaku usaha atau produsen yang secara sosial dan ekonomi memiliki 
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posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen sangat 
diperlukan campur tangan pemerintah atau negara melalui penetapan sistem 
perlindungan hukum terhadap konsumen.
13
 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(UUPK) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 april 1999 dan telah 
berlaku secara efektif pada tanggal 20 april 2000. Lahirnya UUPK tersebut 
dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung 
dengan kemajuan teknologi dan informatika dan dapat memperluas ruang gerak 
transportasi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. 
Sedangkan disisi lain kemajuan dan kesadaran konsumen masih rendah 
sehingga terjadi tidak keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketidak 
seimbangan dimaksud diperberat dengan masih rendahnya tingkat kesadaran, 
kepedulian, dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan 
konsumen baik dalam memproduksi, memperdagangkan, maupun mengiklankan. 
Perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah segala upaya untuk menjamin 
adanya kepastian hukum, menurut dari Bapak Ivan selaku yang bertanggung 
jawab tentang kartu ATM, kartu debit, serta E-Money (uang elektronik) 
mengatakan bahwa masih sangat kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat-
masyarakat sehingga uang elektronik ini masih asing ditelinga mereka, namun 
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kami yakin dua tahun yang akan datang masyarakat akan menggunakan dan akan 
terbiasa menggunakan yang namanya uang elektronik.
14
 
Dalam rangka mengefektifkan pencapaian pemerintah dalam melindungi hak 
dari konsumen, beberapa peraturan serta lembaga untuk menindaklanjuti apabila 
ada pelaku usaha yang merugikan konsumen yaitu adanya lembaga BPSK (Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan didukung beberapa peraturan : 
1. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
2. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. 
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. 
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian 
kesesuain. 
5. Peraturan pemerintah no.58/2001 tentang pembinaan pengawasan 
penyelenggaraan perlindungan konsumen. 
6. Peraturan menteri perdagangan no.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang 
ketentuan dan tata cara pengawasan barang atau jasa. 
7. Perma nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan 
terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
15
 
    Namun untuk lembaga BPSK ini masih belum banyak dari para konsumen 
mengetahui keberadaan dari lembaga ini, maka dari itu banyak konsumen yang 
merasa dirugikan namun hanya tinggal diam karena tidak mengetahui bahwa 
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adanya lembaga yang diperuntukkan untuk melindungi hak dari konsumen, ini 
disebabkan karena kurangnya sosialisasi serta minimnya pengetahuan dari 
masyarakat. 
       Namun dikatakan oleh narasumber bahwasanya untuk masalah kartu E-
Money (uang elektronik) pihaknya sudah memberikan perlindungan dengan 
maksimal demi kenyamanan dan kepuasan dari nasabah (konsumen) dari bank 
mandiri, beliau juga mengatakan bahwasanya uang elektronik ini maksimal saldo 
didalamnya itu hanya Rp.2.000.000,- bagi non register namun yang register saldo 
maksimal itu sebanyak Rp.5.000.000,- jadi ketika nasabah kehilangan kartu atau 
uang elektronik tersebut itu kerugiannya hanya maksimal saldo yang ada, itupun 
masih kategori kartu yang masih sangat baru, namun dari pihak kami (Bank 
Mandiri) apabila kartu hilang maka nasabah bisa datang ke bank untuk 
melaporkan kehilangan kartu dan secara langsung akan diberikan penggantian 
sebanyak saldo yang ada dikartu, akan tetapi masalah kartu tidak digantikan yang 
baru akan tetapi nasabah bisa kembali membeli kartu E-Money yang baru.
16
 
Kemudian Bapak Ivan Prasetyo menanggapi masalah perlindungan yang 
kartu E-Money ini tanpa pengaman atau Password, Pak Ivan mengatakan 
bahwasanya : “kartu elektronik ini (E-Money) itu kami berdasarkan aturan yang 
diterapkan oleh Bank Indonesia yang dimana Bank Indonesia menetapkan 
maksimum saldo yang ada dalam uang elektronik tersebut, karena uang 
elektronik ini semata-mata dikhususkan pada layanan-layanan publik yang 
membutuhkan proses cepat, contoh misalnya : pembayaran tiket kereta, belanja, 
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serta pembayaran dijalan tol, coba di bayangkan ketika uang elektronik ini 
diberikan password maka berapa lama orang yang dibelakang akan mengantri, 
berarti tujuan dari pembuatan uang eloktronik ini yang berbasis teknologi tidak 
lagi efektif keberadaannya, jadi maka dari itu kenapa uang elektronik ini tidak 
memakai pengaman atau password itu dikarenakan karena ada layanan-layanan 
publik yang harus membutuhkan waktu yang cepat agar tidak ada lagi kemacetan 
serta antrian yang terlalu panjang dan lama dan aktivitas dari masyarakat pun 
terbantu dengan adanya uang elektronik ini. Kemudian yang kedua kurangnya 
sosialisasi yang diberikan oleh para penyedia jasa dan masyarakat yang masih 
sangat kurang berpatisipasi dan familiar terhadap E-Money serta mencari tahu 
bagaimana cara proses kerja dari E-Money. 
Bapak Ivan pun menerangkan bahwa pihaknya selalu mengadakan event-
event yang bertema “Car Free Day” dimana event tersebut membuka bagi 
masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana cara Top Up, serta penggunaan 
bagi uang elektronik, dan apapun itu yang terkait dengan kartu yang dikeluarkan 
oleh penyedia jasa, dan Bapak Ivan juga mengatakan akan lebih memperluas 
jaringan kerja sama sehingga lebih banyak lagi Merchant-Merchant yang dapat 
digunakan masyarakat dalam bertransaksi. 
D. Persepsi Masyarakat Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna 
Kartu Elektronik di Kota Makassar 
Jual-beli kartu E-Money jika melihat dari sudut pandang Islam secara garis 
besar menggunakan akad Sharf atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad 
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utama. Selain akad Sharf
17
, produk ini juga didukung oleh akad lain yaitu akad 
jual beli biasa (al-bay‟). Pengertian ash-sharf secara bahasa memiliki beberapa 
arti yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, sharf 
adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau 
disebut juga dengan valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau 
jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan uang negara lain. 
Misalnya, rupiah dengan dolar dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadits Nabi 
riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa‟I, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Umar bin 
Khathab, Nabi saw., bersabda :“(jual beli) emas dengan perak adalah riba 
kecuali dilakukan dengan tunai”, dan juga hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara 
bin Zib dan Zaid bin Arqam : “Rasulullah saw melarang menjual perak dengan 
emas secara piutang (tidak tunai).” 
     Sharf menurut para fuqahah persyaratan (requirenment) ketika hendak 
memberikan jasa jual-beli uang terdiri dari hal-hal berikut : 
1. Nilai tukar yang diperjual belikan telah dikuasai oleh pembeli dan 
penjuak sebelum keduanya hendak berpisah badan penguasaan bisa 
berbentuk penguasaan nyata (fisik) ataupun penguasaan secara yuridis. 
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang 
sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang 
sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari 
mata uang tersebut berbeda. 
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 Azhar Arsyad, Kamus Bahasa Arab (Menguasai Kata Kerja Popular Dan Preposisi 
Bahasa Arab), Pustaka Pelajar, h.12 
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3. Dalam sharf tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiar 
syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-
beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang 
terdahulu atau tidak melanjutkan jual-beli itu, syarat itu diperjanjikan 
ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditujukan untuk 
menghindari riba. 
4. Dalam akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan 
mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya sharf 
penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan 
saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu 
harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-
beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak 
mensyaratkan tenggang waktu, maka akad sharf tersebut tidak sah, karena 
terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad sharf yang 
sailng dipertukarkan itu. 
     Secara singkat kesimpulannya dapat dikatakan bahwa suatu akad sharf harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut (1) harus tunai, (2) serah terima harus 
dilaksanakan dalam majelis kontrak dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang 
sama harus dalam jumlah kuantitas yang sama. 
 Berdasarkan syarat tersebut maka e-money termasuk kedalam akad sharf hal 
ini karena terlihat bahwa dalam pada kartu e-money, pembelian kartu, pengisian 
saldo, maupun pembayaran kepada merchant itu dilakukan secara tunai tanpa 
adanya penundaan pembayaran hal ini sesuai dengan syarat pertama. 
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   Berikutnya adalah akad jual-beli biasa (al-bay) suatu jual beli dapat 
dikatakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh 
syara‟, pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 
empat, yaitu : 
1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 
2. Sighat (lafal ijab dan Kabul). 
3. Ada barang yang dibeli. 
4. Ada nilai tukar pengganti barang. 
Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, bahwasanya kartu elektronik (E-Money) 
termasuk dalam kegiatan jual beli, dan tidak termasuk dalam kategori riba ini 
sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Baqarah:2 (275)
18
 
                
Terjemahnya : 
 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
       Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang 
berasal dari organisasi masyarakat yaitu “Muhammadiyah”atas nama Fatmawati 
yang memiliki jabatan Sekretaris Bidang Organisasi Sul-Sel, Ibu Fatma 
mengatakan bahwasanya dia sendiri adalah pengguna dari E-Money karena 
kebetulan dia juga sekaligus bendahara, dan menurut pandangan dari Ibu Fatma 
mengenai keberadaan uang elektronik ini :  
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 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017) 
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“Inikan adalah bentuk dari perkembangan teknologi yang semakin canggih 
yang dulunya kalau kita lihat dizaman Rasulullah ketika melakukan jual-beli 
itu transaksinya masih sistem barter yang kemudian berkembang menjadi 
uang logam (koin-koin), kemudian berkembang lagi uang kertas, dan 
kemudian karena zaman semakin canggih maka diganti lah lagi dari kertas 
menjadi uang elektronik yang berbasis kartu kan gitu, jadi ketika tidak 
menyalahi syariat yang diterapkan oleh Islam yah sah-sah saja, karena kalau 
kita lihat dari sejauh ini bahwa keberadaan dari uang elektronik ini cukup 
membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari dari masyarakat Karena 
tidak bisa kita pungkiri bahwasanya : belanja, pada pembayaran di tol, serta 
ketika kita ingin berpergian dengan menggunakan kenderaan umum seperti 
kereta api yah harus membutuhkan yang namanya uang elektronik karena 
dalam layanan publik itu harus gercap, tepat, dan cepat. “19 
 
Kemudian Ibu Fatmawati mengatakan bahwasanya kalau kita lihat uang 
elektronik sekarang saya rasa itu tidak menyalahi rukun ataupun syarat dari jual-
beli, terlebih dalam mekanisme pembeli kartu E-Money karena pertama yaitu 
orang yang berakad dalam hal ini penerbit sebagai penjual (bai‟) dan pemegang 
atau pembeli (musytari), kemudian terkait obyek jual beli yang berupa fisik kartu 
E-Money ada dan dapat diketahui, dan alat tukarnya yaitu berupa uang rupiah, 
terkait dengan pembuatan kartunya, calon pemegang kartu harus berakal sehat, 
dewasa dan atas kemauan sendiri, kemudian beliau mengatakan bahwasanya 
didalam Islam dikenal doktrin tentang riba dan mengharamkannya. Islam tidak 
mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi 
perbedaan pendapat, beda pandangan dalam menilai persoalan ini akan berakibat 
timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh 
tidaknya, halal haramnya, ada beberapa pendapat beberapa ulama dalam 
menentukan status hukum bermuamalah yaitu ada pendapat yang 
                                                 
19
 Fatmawati, Sekretaris Bidang Muhammadiyah, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2019 
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mengharamkannya, pendapat yang mengharamkan bila bersifat konsumtif, dan 
tidak haram bila bersifat produktif, pendapat yang membolehkan, dan pendapat 
yang mengatakan syubhat. Namun masing-masing kelompok yang berbeda 
pendapat itu, semua merujuk kepada nash Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. 
Ayat-ayat yang berhubungan dengan riba : 
                        
  Terjemahnya : 
 
 
Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai 
Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS.Al-
Baqarah:276) 
 
 
 ُُّزبْلاَو ِة َِّضْفلِاب ُة َّضِفْلاَو َِبهَّذلِاب َُبهَّذلا ِْحلِمْلِاب ُحْلِمْلاَو ِزْمَّتلاَو ِزْيِع َّشلِاب ُزْيِع َّشلاَو ُِّزبْلِاب
 ُءاَوَس ِهيِف ىِطْعُمْلاَو ُذِخلآا َىبَْرأ َْدَقف َداََشتْسا َِوأ َداَس ْنََمف ٍَدِيب اًَدي ِلْثِِمب ًلاْثِم 
 
Terjemahnya : 
   “ Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr (sejenis gandum), 
syair dengan syair (sejenis bahan makan), kurma dengan kurma dan garam dengan 
garam harus sama (timbangannya), serah terima ditempat (tangan dengan tangan). 
Barangsiapa menambah atau minta tambah maka dia terjatuh dalam riba, yang 
mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama”. (HR.Muslim) 
 
     Kemudian informan kedua yang merupakan pengguna dari kartu e-money ini 
yaitu atas nama Ibu Sukmawati yang mengatakan :  
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“keberadaan uang elektronik ini bagi saya sudah cukup nyaman bagi saya 
serta praktis dan memudahkan karena hanya cukup mengisi saldo dan sudah 
bisa menggunakan kartu tersebut, hanya saja masih sangat kurang tempat 
top up nya (pengisian ulang), serta saya rasa masalah kartu elektronik ini 
alangkah bagusnya agar supaya sosialisasinya diperbanyak agar masyarakat 
pun bisa menggunakan uang elektronik ini karena ini benar-benar sangat 
praktis dan sangat memudahkan dalam aktivitas sehari-hari.”20 
 
   Kemudian informan ketiga yang merupakan pengguna dari kartu e-money ini 
yaitu atas nama Sriyani yang mengatakan :  
“kebetulan saya dan suami saya ini menggunakan e-money ini sejak 2013, 
jadi selama saya menggunakan kartu ini baru satu kali kehilangan kartu, dan 
saldonya pun hilang yah meskipun tidak terlalu banyak saldonya, tapi kalau 
saya pribadi dalam menggunakan kartu ini saya rasa baik-baik saja dan 
nyaman-nyaman saja dalam bertransaksi karena lebih banyak manfaatnya 
yang saya rasa daripada kerugiannya.
21
 
 
   Informan ketiga yang merupakan pengguna dari kartu e-money ini yaitu atas 
nama Muhammad Arfah :  
“Sangat begitu terbantu dengan adanya uang elektronik ini, mungkin kalau 
saya pribadi peningkatan pengamanannya saja yang perlu ditingkatkan serta 
tempat pengisian ulangnya yang semakin luas, jadi dalam penggunaan kartu 
e-money ini benar-benar membawa keuntungan bukan hanya pada penyedia 
jasa tapi kepada kami juga konsumen-konsumen pengguna kartu e-money 
ini.
22
 
 
Begitu pula dengan informan keempat-kesepuluh rata-rata mengatakan hal 
yang sama praktis dan nyaman serta memudahkan mereka dalam bertransaksi kata 
mereka “ kalau bisa yah sistem jaringannya yang perlu diperbaiki agar sekiranya 
tidak terjadi error dalam melakukan transaksi.  
                                                 
20
Sukmawati, Masyarakat Pengguna Kartu Elektronik, Wawancara, Makassar 21 
 Mei 2019 
21
Suryani, Masyarakat Pengguna Kartu Elektronik, Wawancara, Makassar 21 Mei 2019. 
22
Arfah,  Masyarakat Pengguna Kartu Elektronik, Wawancara, Makassar 21 Mei 2019 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya : 
1. Perlindungan konsumen yang diberikan bagi pemegang kartu dalam 
kegiatan pembayaran uang elektronik (E-Money) dilakukan dengan upaya 
hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yan telah ditetapkan 
oleh Bank Indonesia,. Bukan itu pula pihak dari penyedia jasa (Bank 
Mandiri) memberikan perlindungan kepada para konsumennya yaitu: 
Menggunakan perlindungan berbasis tekhnologi yang disebut “ anti 
double do not, mengikuti regulasi perbankan, maksimal saldo dalam kartu 
maksimal Rp.2.000.000 rupiah, dan tetap bertanggung jawab apabila 
kartu rusak, saldo tetap diberikan tetapi untuk penggantian kartu pihak 
dari bank mandiri tidak mengganti yang baru. 
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung dari terlaksananya 
perlindungan konsumen di Kota Makassar yaitu kurangnya sosialisasi 
yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait sehingga banyak konsumen 
yang dirugikan dan dirampas haknya oleh para produsen yang hanya 
ingin mendapatkan keuntungan, kemudian faktor pendukungnya sudah 
banyak mengenai peraturan-peraturan yang terkait tentang perlindungan 
konsumen serta tersedianya jalur-jalur hukum atau biasa disebut jalur 
litigasi dan non litigasi dan dapat pula melalui upaya represif yaitu 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternative 
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3. penyelesaian sengketa dan ada lembaga yang disiapkan oleh pemerintah 
dalam menangani sengketa konsumen yaitu BPSK (Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen) 
4. Pandangan masyarakat tentang perlindungan konsumen bagi pengguna 
kartu elektronik (e-money) di Kota Makassar yaitu sudah cukup efektif 
karena manfaat dari kartu elektronik ini sudah dirasakan manfaatnya dan 
sangat terbantu akan keberadaan kartu elektronik tersebut karena selain 
praktis juga benar-benar memudahkan kegiatan-kegiatan masyarakat 
dalam beraktivitas hanya yang diinginkan para konsumen yaitu lebih 
terjaminnya kualitas serta keamanan ketika melakukan transaksi 
menggunakan kartu elektronik (E-Money) tersebut. 
B. Implikasi 
1. Bagi pemerintah dan pihak penyedia jasa sebaiknya lebih memperbaiki 
sistem penegakkan keadilannya dan memperbaiki atau meningkatkaan 
sistem keamanan ketika para konsumen tersebut melakukan transaksi, 
serta untuk lebih meningkatkan kontrol ataupun pengawasan terkait 
produsen atau pihak penyedia jasa yang apabila mengeluarkan produk baru 
serta memperketat system jalannya hukum yang adil bagi masyarakat yang 
benar-benar dirampas haknya dan dirugikan, serta pihak penyedia jasa 
lebih memperhatikan kualitas produknya agar tercapai kemashalatan 
bersama, pejabat pemerintah harus senantiasa berpegang teguh pada asas 
legalitas, sebagai prinsip yang fundamental dalam kehidupan masyarakat 
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2. Bagi masyarakat sebaiknya sebelum menggunakan uang yang berbasis 
elektronik ini agar sekiranya dapat mencari tahu terkait kartu elektronik 
tersebut agar pada saat pemakaian atau digunakan itu dapat memberikan 
dampak positif kepada diri sendiri dan orang lain sehingga kenyamanan 
dalam menggunakan kartu tersebut bisa dirasakan. 
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1. Pedoman wawancara 
a. Pertama, menanyakan mengenai identitas dari informan secara lengkap. 
b. Kemudian yang kedua, menanyakan pendapatnya mengenai keberadaan 
dari kartu elektronik dizaman modern ini. 
c. menanyakan apakah si informan ini salah satu pengguna kartu elektronik 
sebagai alat untuk melakukan transaksi. 
d. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang keberadaan kartu elektronik 
dizaman modern ini ? 
e. Apa kelemahan dan keunggulan dari kartu elektronik ini dibandingkan 
alat transaksi yang manual ? 
f. Apakah ibu/bapak ini pernah mengalami masalah pada kartu 
elektroniknya pada saat melakukan transaksi? 
g. Bagaimana tindakan pemerintah kepada pelaku usaha dalam melakukan 
perlindungan konsumen bagi para perngguna jasa kartu elektronik ini ? 
h. Sejauh ini bagaimana perbandingan pengaturan antara kartu elektronik 
ini dengan alat transaksi manual yang bapak/ibu rasakan selama 
menggunakannya? 
i. Seiring dengan dicanangkannya kepada masyarakat Indonesia untuk 
beralih ke kartu elektronik ini (e-money), bagaimana peran pemerintah 
dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal adanya 
timbal balik yang memberikan keuntungan bukan hanya penerbit tetapi 
juga pada masyarakat ? 
2. Komposisi Bab 
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